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Abstrak
 

Penitipan uang ke Pengadilan Negeri (konsinyasi) adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk

mengakhiri suatu penyelesaian perkara di Pengadilan. Konsinyasi merupakan salah satu proses yang dapat

dilakukan untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara di pengadilan dengan cara “memaksa” salah satu

pihak yang berperkara untuk menyetujui suatu putusan. Berdasar pada hal tersebut, konsinyasi merupakan

salah satu implementasi dari salah satu asas hukum acara perdata, yakni asas cepat. Adapun paksaan kepada

salah satu pihak ini dilakukan karena adanya kepentingan yang lebih memiliki urgensi tinggi dan harus

didahulukan. Oleh karena itu, demi tetap mencapai keadilan dan kepastian bagi para pihak, terutama bagi

pihak yang dipaksa untuk menyetujui suatu putusan, perlu adanya proses beracara yang diatur dalam hukum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur proses konsinyasi untuk perkara

pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan perkara perikatan. Namun, belum ada peraturan perundang-

undangan khusus yang mengatur proses konsinyasi untuk perkara lainnya. Berangkat dari hal tersebut,

dalam kesempatan kali ini, akan melakukan penelitian terkait proses yang dilakukan dalam penggunaan

konsinyasi pada perkara lainnya secara yuridis-normatif.

......One of the methods to finish a dispute settlement at the District Court is to deposit money there (by way

of consignment). Consignment is a procedure that can be used to hasten the resolution of a court case by

"forcing" one of the parties to agree to a decision. In light of this, consignment implements the principle of

speed as one of the civil procedural law's tenets. Because certain interests are more urgent and must take

precedence, one of the parties is coerced. Therefore, it is essential to have a legal process that is governed by

law in order to continue achieving justice and predictability for the parties, particularly for those who are

forced to agree to a decision. The consignment process for land acquisition cases in the public interest and

engagement cases has been governed by Indonesia's current laws and regulations. However, the

consignment procedure is not specifically governed by rules and regulations in other cases, including the use

of consignment in inheritance cases. On this occasion, departing from this, I will conduct research related to

the procedure utilized in the usage of consignments in other cases in a juridical-normative manner.
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